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ABSTRAK

ESSE YUSPIANTI. Implikasi Hukum Terhadap Mekanisme Penggantian
Antarwaktu Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Hamzah
Halim dan Hasbir Paserangi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai
implikasi hukum terhadap mekanisme Penggantian Antarwaktu Ketua DPRD
Luwu Timur serta faktor yang menjadi penghambat dilakukannya Penggantian
Antarwaktu Ketua DPRD Luwu Timur dengan adanya kekosongan jabatan
Ketua untuk beberapa waktu lamanya setelah Ketua DPRD Amran Syam
berhalangan tetap karena meninggal dunia.

Dalam memperoleh dan menganalisis data, digunakan metode
penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, yaitu dengan
mengumpulkan data dan informasi dari lapangan terkait proses penggantian
antarwaktu Ketua DPRD Luwu Timur sejak Ketua DPRD terpilih sebelumnya
mengakhiri jabatan Ketua DPRD Luwu Timur karena meninggal dunia pada
12 Desember 2020 sampai terpilihnya Ketua DPRD PAW setahun setelahnya
dan membandingkan dengan kaidah aturan hukum yang mengatur tentang
mekanisme PAW berdasarkan undang-undang, peraturan dan tata tertib yang
mengikat.

Dalam kedudukannya sebagai seorang anggota DPRD Luwu Timur,
almarhum Amran Syam digantikan oleh Ramna Minggus. Keduanya berasal
dari partai politk yang sama, yaitu Partai Golkar dan pada Pemilu berada
dalam Dapil IV. Sedangkan untuk kedudukannya sebagai Ketua DPRD Luwu
Timur Periode 2019-2024, sempat terjadi kekosongan jabatan selama
beberapa waktu lamanya. Faktor penyebab adalah Partai Goikar sebagai
pemenang Pemilu di tingkat Kabupaten Luwu Timur tidak segera melakukan
penunjukkan pengganti dari almarhum Amran Syam. Hal ini terjadi karena
adanya konflik di internal partai yang mengakibatkan penggantian posisi
Amran Syam sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Timur mengalami
deadlock beberapa kali. Jabatan Ketua DPRD Luwu Timur baru terisi kembali
setelah Partai Golkar pada tanggal 30 Oktober 2021 secara resmi menunjuk
Avrifin untuk menjadi Ketua DPRD Luwu Timur menggantikan almarhum Amran
Syam. Terjadinya kekosongan jabatan Ketua DPRD Luwu Timur untuk
beberapa waktu merupakan implikasi hukum dalam penerapan ketentuan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggantian Antarwaktu baik
dalam kedudukannya sebagai anggota maupun unsur pimpinan, oleh sebab
itu pemberian kewenangan sepenuhnya kepada Partai Politik pemenang
Pemilu dalam menentukan PAW unsur pimpinan perlu dikaji ulang untuk
sinkronisasi peraturan pemerintah dan partai politik.

Kata kunci: Penggantian Antarwaktu (PAW), Parpol, Anggota DPRD Lutim.
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ABSTRACT

ESSE YUSPIANTI. Legal Implication of intertime Replacement Mechanism
Chairman of DPRD East Luwu Regency (supervised by Hamzah Halim and
Hasbir Paserangi).

This study aims fo examine and analyze the legal implications of the
mechanism for the interim replacement of the chairman of the East Luwu
DPRD as well as the factors that hinder the interim replacement of the
chairman of the East Luwu DPRD with the vacancy of the chairman's position
for some time after the chairman of the DPRD Amran Syam was permanently
absent due to death.

In obtaining and analyzing data, a sociological juridical research method
was used with an empirical approach, by collecting data and information from
the field related to the process of interim replacement of the Chair of the East
Luwu DPRD since the previously elected DPRD Chair ended the position of
the Chair of the East Luwu DPRD due to death on December 12, 2020 until
the election of the Chairperson of the PAW DPRD a year later and comparing
it with the rules of law governing the PAW mechanism based on binding iaws,
regulations and rules.

In his position as a member of the East Luwu DPRD, the late Amran
Syam was replaced by Ramna Minggus. Both of them come from the same
political party, namely the Golkar Party and in the general election are in Dapil
IV. As for his position as Chair of the East Luwu DPRD for the 2019-2024
period, there had been a vacancy for some time. The contributing factor is that
the Golkar Party as the winner of the General Election at the East Luwu
Regency level did not immediately appoint a replacement for the late Amran
Syam. This happened because of internal party conflicts which resulted in the
replacement of Amran Syam's position as Chairman of the DPD Il of the East
Luwu Golkar Party experiencing a deadlock several times. The position of
Chairman of the East Luwu DPRD was only filled again after the Golkar Party
on October 30, 2021 officially appointed Arifin to be the Chair of the East Luwu
DPRD to replace the late Amran Syam. The occurrence of a vacancy in the
position of the Chairperson of the East Luwu DPRD for some time is a legal
implication in the application of the provisions of the legislation governing
Interim Replacement both in his position as a member and as a member of the
leadership, therefore granting full authority to the Election Winning Political
Party in determining the PAW for the ieadership element is necessary.
reviewed for synchronization of government regulations and political parties.

Keywords: Interim Replacement (PAW), Political Parties, Members of the

Regional Legislative Council of Lutim. )
¢
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara
Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 17 Agustus
1945, melalui Undang-undang Dasar 1945 para pendiri negara
Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia menganut asas dan
sistem pemerintahan demokrasi yaitu negara dengan kedaulatan yang
ada di tangan rakyat.

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi negara berada
pada rakyat, rakyat mewakilkan suaranya kepada pemimpin yang
dipercayai mampu mewakili seluruh keinginan rakyat untuk memimpin
dan membentuk negara sesuai dengan keinginan rakyat adalah bentuk
demokrasi. Tetapi tentu saja harus ada aturan yang membatasi
keinginan rakyat terhadap pemerintahan negara, sehingga perlu
adanya hukum sebagai batas dan pedoman.

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa memberikan
kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan daiam
masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan bernegara
termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan
tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu
negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk

berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang paling
banyak dipakai oleh banyak negara di dunia, yang di mana bentuk ini
dianggap paling ideal diterapkan dalam suatu negara. Hal ini
didasarkan karena di dalam demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat. Negara demokrasi dalam sistem pemerintahannya mengakui
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada
dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan
oleh rakyat.

Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi, Indonesia
merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Makna
demokrasi sendiri adalah pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi
dipegang oleh rakyat. Dan pemerintahan demokrasi dijalankan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia ditunjukan
oleh adanya pemilihan umum legislatif secara terbuka yang dilakukan
dengan penentuan suara terbanyak, bebasnya masyarakat dalam
berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan media pers
dalam berwacana.!

Negara demokrasi tentu membenarkan keberadaan partai politik
sebagai tulang punggung demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan
rakyat. Partai politik pada hakekatnya memiliki tempat (status) dan

peran (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi

1 A. Ubaidilah et al., Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta
Press, Jakarta, 2000, hal. 162-163.



karena mereka berfungsi sebagai titk kontak penting antara
pemerintah negara (state) dan warganya (citizen). 2

Keberadaan dewan atau organisasi yang mewakili seluruh
rakyat dalam susunan sistem ketatanegaraan Indonesia tetap ada,
meskipun dalam bentuk dan nama yang berbeda. Dalam demokrasi,
kedaulatan rakyat diwakili oleh lembaga perwakilan yang dipilih oleh
rakyat.?

Diketahui bahwa pemilihan seluruh anggota dewan perwakilan
dilakukan dengan metode pemilihan umum, di mana pemilih adalah
rakyat yang memilih secara langsung, sehingga anggota badan
perwakilan bertanggung jawab dan menanggung segala akibat politik
yang mungkin timbul.

Pemilihan umum adalah cara penentuan wakil rakyat yang akan
duduk di lembaga perwakilan rakyat. Menjadi wakil politik dalam sistem
demokrasi membawa beban dan tanggung jawab politik yang relatif
berat serta konsekuensinya. Dengan demikian, selain terjeratnya
hukum akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat
dibuktikan secara substansial di pengadilan umum, anggota dewan
menghadapi tantangan untuk digugat secara politik baik oleh partai

politik induk maupun konstituennya dan masyarakat luas.*

2Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
BIP, Jakarta, 2007, hal. 710.

3 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta,
2018, hal.106.

4 Sebastian Salang, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, PT.
Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hal. 269,



Indonesia menganut model diversifikasi di mana anggota DPR
merupakan perwakilan dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR
harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai
politik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sistem Penggantian
Antarwaktu (PAW) yang digunakan untuk mengganti anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang tidak dapat lagi melanjutkan masa jabatannya
dalam sebuah masa periode kepemimpinan kemudian penggantinya
harus berasal dari partai politik yang sama dengannya.

Penggantian Antarwaktu (PAW) dapat dilakukan jika anggota
lembaga perwakilan yang sedang menjabat meninggal dunia atau
mengundurkan diri atau harus digantikan kedudukannya dengan
anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Adanya mekanisme PAW yang dapat menggantikan anggota
dewan perwakilan terpilih dengan anggota baru, atau yang biasa
disebut dengan hak recall, merupakan sarana yang aktif dan efektif
untuk memaksimalkan kinerja badan perwakilan, namun banyak juga
yang menyebabkan masalah yang kompleks. Secara khusus, berbagai
masalah yang muncul ketika anggota delegasi diganti di tengah masa
jabatannya dapat menyimpang dari tujuan mereka sebelumnya untuk
tujuan pemilihan parlemen, baik karena kematian atau alasan lain.
Orang-orang langsung dari badan perwakilan dipilih berdasarkan

keputusan untuk beralih dari partai politik. Tidak jarang anggota dewan



berkonflik antara perwakilan nasional dan partai. Apalagi tidak jarang
muncul konflik antar pimpinan partai yang disebabkan oleh budaya
sistem politik Indonesia. Selain itu, karena prosedur yang tidak tepat
dalam pelaksanaan mekanisme, perselisihan antara anggota badan
perwakilan dan pendukungnya tidak dapat dihindari.

Permasalahan terkait mekanisme PAW juga terjadi dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan pada periode saat ini. Selama masa satu tahun kursi
jabatan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2019 — 2024
kosong semenjak Ketua DPRD terpilih Amran Syam mengakhiri
jabatannya sebagai Ketua DPRD Luwu Timur karena meninggal dunia
pada 12 Desember 2020. Melalui mekanisme PAW, Arifin kemudian
terpilih untuk menggantikan posisi jabatan Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Partai Golkar bernomor B.717/GOLKAR/XI1/2021 yang terbit pada akhir
Desember 2021.

Pada Pemilu tahun 2019 di Luwu Timur yang dilaksanakan pada
tanggal 17 April 2019, Partai Golkar merupakan partai pemenang
Pemilu dengan raihan suara terbanyak dengan 33.088 suara, disusul

oleh Partai Nasdem dan PAN.®

5 https://beritalutim.com/amran-syam-kembali-pimpin-dprd-luwu-timur/ Rabu, 25

September 2019, 08:29 WITA, Diakses tanggal 23 Juni 2021



Almarhum Amran Syam selama dua periode berturut-turut yaitu
periode tahun 2014 — 2019 dan periode tahun 2019 — 2024 terpilih
menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur. Selain
menjabat sebagai Ketua DPRD, Amran Syam juga menjabat sebagai
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah il (DPD) Il Partai Golkar
Kabupaten Luwu Timur.

Almarhum Amran Syam maju kembali pada Pemilu periode
kedua tahun 2019 lewat Partai Golkar dan terpilih dengan hasil raihan
3.891 suara pribadi dari total 9.465 suara Golkar di daerah pemilihan
(Dapil) IV Luwu Timur meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan
Wasuponda.t

Kepergian Amran Syam mengakibatkan kekosongan sekaligus
tiga kursi jabatan yaitu Ketua DPRD Luwu Timur, kekosongan satu
kursi dalam Fraksi Partai Golkar di DPRD Luwu Timur, dan kekosongan
Ketua Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah Il (DPD Il) Luwu Timur.

Untuk segera mengisi kekosongan tersebut pada 23 Januari
2021 DPD II Partai Golkar sebagai partai pengusung
menyelenggarakan Rapat Pleno dengan tiga agenda rapat, yaitu:

1. Penetapan dan pengusulan PAW.
2. Pembahasan dan pengusulan calon pimpinan DPRD.

3. Persiapan Musda VI Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur.

Shitps.//makassar.tribunnews.com/2019/06/15/tribunwiki-oppo-lagi-ini-
dprd-uwu-timur-amran-syam ‘Oppo’ Lagi, Ini Profif Ketua DPRD Luwu Timur Amran Syam,
Diakses tanggal 23 Juni 2021.



Rapat pleno tersebut memutuskan untuk mengusulkan Ramna
Minggus yang pada Pemilu 2019 menempati posisi ketiga peraih suara
terbanyak dari Partai Golkar setelah Amran Syam di posisi perolehan
suara terbanyak, kemudian Arifin di posisi perolehan suara terbanyak
ke dua dari Dapil IV Kecamatan Nuha, Wasuponda, dan Towuti sebagai
PAW untuk mengisi kekosongan kursi anggota dewan yang
ditinggalkan Amran Syam dalam Fraksi Golkar, serta berdasarkan
mufakat peserta rapat pleno mengusuikan 6 (enam) nama dari Fraksi
Golkar sebagai Calon Ketua DPRD Luwu Timur. Sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, bahwa Ketua DPRD dijabat oleh anggota
DPRD dari partai pemenang pemilu, dalam hal ini Partai Golongan
Karya (Golkar).

Sebagai tindak lanjut rapat pleno DPD Il Golkar Luwu Timur
kemudian mengajukan PAW melalui surat kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Luwu Timur untuk menggantikan
kekosongan satu anggota fraksi partai Golkar dalam DPRD Luwu
Timur, serta menyerahkan berkas Ramna Minggus kepada Sekretariat
DPRD pada 26 Januari 2021. Kurang lebih dua bulan setelah
pengajuan PAW tersebut, Ramna Minggus resmi diangkat menjadi
Anggota DPRD Luwu Timur Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa
jabatan 2019 — 2024 menggantikan keanggotaan almarhum Amran
Syam, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur tanggal

19 Maret 2021.



Adapun untuk mengisi kursi Ketua DPRD Luwu Timur, Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Il Fraksi Golkar Luwu Timur berdasarkan
masukan dan mufakat peserta rapat plenc kemudian mendorong 6
(enam) nama sebagai kandidat calon ketua DPRD Luwu Timur ke DPD
| Partai Golkar Sulawesi Selatan, untuk proses penyaringan
berdasarkan mekanisme internal Partai Golkar, yaitumelalui uji
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Sebanyak 6 (enam) kandidat, yaitu Najamuddin, Badawi Alwi,
Arifin, Wahidin Wahid, Heryanti Harun dan Mahading mengikuti uiji
kelayakan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD | Golkar Sulsel
Taufan Pawe, bertempat di Sekertariat Golkar Sulawesi Selatan, Jalan
Amanagappa, Makassar, pada Rabu 17 Februari 2021. Keenam
kandidat tersebut merupakan anggota DPRD Lutim aktif periode 2019
—2024.

“Ini adalah paradigma baru, melaksanakan fit and proper test
secara terbuka. Meskipun ini tidak ada di dalam PO (peraturan
organisasi) kita mau tunjukkan bahwa pemilihan ini sangat terbuka, dan
baik untuk semua,” ujar Taufan Pawe diwakili Juru Bicaranya, Zulham

Arief.”

7 hitps:/ffajar.co.id/2021/02/17/6-legislator-golkar-ikuti-uji-kelayakan-calon-ketua-
dprd-lutim/ Adi Mirsan - Daerah Rabu, 17 Februari 2021 20:00




Hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan tersebut hanya
meloloskan 3 (tiga) nama calon yang memenuhi kriteria penilaian, yaitu
Wahidin Wahid, Heriyanti Harun dan Aripin.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut hanya berlangsung selama
satu hari, dan kemudian 3 (tiga) hama yang dianggap layak sebagai
sebagai calon Ketua DPRD Luwu Timur juga telah dikirim ke Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk diproses lebih lanjut.

Tiga nama ini pun sudah dikirim DPD | Partai Golkar Suisel
kepada DPP untuk dipilih siapa yang layak. Mereka adalah Wahidin
Wahid, Heriyanti Harun dan Aripin. "Sampai saat ini belum ada
perkembangan dan saya sendiri masih menunggu dari DPD |
(rekomendasi ketua DPRD Luwu Timur)," kata Pelaksana tugas (PlIt)
Ketua Golkar Luwu Timur, Tagwa Muller. Tagwa tak menampik sangat
menyayangkan lambatnya rekomendasi calon Ketua DPRD Lutim
terbit. Sebab ke depan sosok Ketua DPRD sangat dibutuhkan untuk
menunjang kinerja legislatif dan eksekutif di Luwu Timur.8

Mekanisme PAW dalam badan DPRD Kabupaten Luwu Timur
yang panjang dan memakan waktu yang relatif lama tersebut
menyebabkan kekosongan Ketua DPRD Lutim dalam rentang waktu

satu tahun. Satu tahun bukan waktu yang singkat dalam proses

8 https://makassar.sindonews.com/read/482604/713/tiga-nama-anggota-dewan-
berebut-kursi-ketua-dprd-luwu-timur-1626239275/10 Muhaimin Sunusi, Rabu, 14 Juli 2021

-12:19 WIB




menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang melekat pada Ketua
DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan perangkat untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Menurut sistem
ketatanegaraan Indonesia, DPRD merupakan representasi dari rakyat
dan sekaligus merupakan salah satu pilar penyelenggara pemerintahan
daerah yang memiliki posisi strategis. Posisi strategis ini ditunjukkan
dengan tugas dan wewenang yang meliputi fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan.

DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak
menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak
mengajukan Ranperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul
dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti
orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan
administratif serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan dan anggota
DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan
mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada
pejabat pemerintah.

Tidak dapat disangkali bahwa problematika seputar mekanisme
PAW Ketua DPRD Luwu Timur DPRD furut mempengaruhi jalannya
roda pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Seperti yang diketahui
bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga

kedudukan DPRD dan Kepala Daerah bersama-sama sebagai
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penyelenggara pemerintah daerah. DPRD bukanlah lembaga yang
berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden, yang biasa disebut trias
politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kedudukan DPRD
sebagai bagian dari regulator pemerintah daerah menjadikan DPRD
sebagai organisasi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam
kedudukan yang sederajat, DPRD Pemerintahan Luwu Timur dengan
Bupati Luwu Timur sebagai Kepala Daerah, menjalankan fungsi
pemerintahan daerah termasuk segala tugas dan tanggung jawab
pemerintahan sendiri.

Kekosongan Ketua DPRD Luwu Timur selama satu tahun
tentunya berdampak bukan hanya terhadap kinerja pemerintahan Luwu
Timur dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan administrasi
pemerintahan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas
lembaga partai pengusungnya yaitu dalam Dewan Pimpinan Daerah |l
(DPD Il) Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur. Penggantian antarwaktu
Ketua DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Luwu Timur
dalam kaitannya dengan fungsi DPRD, khususnya Ketua DPRD, juga
berdampak pada proses pemilihan wakil kepala daerah Kabupaten
Luwu Timur, hingga saat ini Kabupaten Luwu Timur belum memiliki
Wakil Bupati sejak awal periode 2021-2026, yang disebabkan oleh
DPRD Luwu Timur menunggu Ketua DPRD definitif untuk pembentukan

Pansus pemilihan Wakit Bupati.
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. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap mekanisme Penggantian
Antarwaktu Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengganti

Antarwaktu jabatan Ketua DPRD Ketua DPRD Luwu Timur?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa implikasi hukum terhadap
mekanisme Penggantian Antarwaktu Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Luwu Timur.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi
penghambat dilakukannya Penggantian Antarwaktu jabatan Ketua

DPRD Luwu Timur.

. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan
sebagai pengembangan pemikiran dan memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

- Pengembangan wawasan keilmuan Peneliti dalam bidang ilmu

Hukum Tata Negara.
- Sumbangan pemikiran teoritk dalam pemahaman prinsip-

prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum, khususnya
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mengenai mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) partai
politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi
dan memberikan pemahaman terhadap mekanisme
Penggantian Antarwaktu (PAW) yang disebabkan berhalangan
tetap karena meninggal dunia, serta permasalahan
penggantian antarwaktu partai politik terhadap keanggotaan
dan ketua DPRD.

- Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran

konseptual, khususnya di bidang hukum tata negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini merupakan karya
Peneliti sendiri. Untuk melengkapi dan memperkuat analis dalam
penelitian tesis ini Peneliti mengambil referensi-referensi yang diambil
dari berbagai sumber, termasuk dari hasil penelitian-penelitian
sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini. Fokus penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan
acuan adalah terkait penggantian antarwaktu yang terjadi dalam Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sumber-sumber tersebut baik
yang dikutip maupun dirujuk, semuanya tercantum dalam Daftar

Pustaka.
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Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, Peneliti

melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan,

penelitian tersebut yaitu; Berdasarkan penelusuran yang dilakukan

Peneliti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan

hasil penelusuran melalui intemet, terdapat beberapa penelitian yang

membahas tema yang hampir serupa, yaitu:

1.

Tesis oleh Ravitasari, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Program
Studi Magister limu Hukum, Fakuitas Hukum Universitas
Hasanuddin, 2018, berjudul Pergantian Antar Waktu terhadap
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penelitian ini mengulas tentang dasar hukum dan mekanisme
pemggantian antarwaktu anggota DPRD oleh partai politik di
Kotamadya Makassar, menggunakan pendekatan yuridis empiris
melalui kajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma
hukum dengan data yang diperoieh di lapangan.

Tesis oleh Harri Supriyadi, Program Magister llmu Hukum Program
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, berjudul
Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar aktu (PAW) Anggota
DPRD Pontianak (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa PAW
Anggota DPRD Kab.Pontianak).

Penelitian ini mengulas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadinya sengketa dalam PAW anggota DPRD di Pontianak dan
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untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa-sengketa
penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
Jurnal penelitian Rida Farida, Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Purwakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2013, berjudul Mekanisme Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggantian Antarwaktu
(PAW) memiliki fungsi sebagai mechanism control dari partai politik
yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen,
karena (PAW) menjadi alat efektif untuk menggantikan anggota
dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai
politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung
dengan selera pengurus partai politik. Sementara, keberadaan
anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan
umum.

Jurnal penelitian AL Muttagien, Program Studi limu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jabal Ghafur, 2020, berjudul Implikasi
Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai
Politik Terhadap Demokrasi.

Penelitian ini melakukan kajian dan analisa terhadap berbagai
pelaksanaan penggantian antarwaktu yang telah dilakukan di

Indonesia, karena Anggota DPR/DPRD yang telah terpilih
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sebelumnya diberhentikan dari jabatannya oleh partai politiknya
sendiri dan kaitannya dengan demokrasi. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa PAW terhadap anggota DPR/DPRD yang
dilakukan oleh partai politik cendrung berlandaskan kepentingan
partai politik, bukan kepetingan rakyat sehingga memperlemah

sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang disampaikan
tersebut di atas, walaupun secara normative aturan-aturan yang
mengikat Penggatian Antarwaktu sama tetapi perbedaan penelitian
ini dengan penelitian-penelitian  Penggantian  Antarwaktu
sebelumnya yaitu:

Obyek penelitian tesis ini adalah PAW Ketua DPRD (yang juga
menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai) yang
berhalangan tetap karena meninggal dunia, sementara
penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyelenggaraan
PAW yang disebabkan recall.

Penelitian-penelitian  sebelumnya menggunakan metode
pendekatan  yuridis/normatif dalam membuat analisa
sementara tesis ini menggunakan metode pendekatan sosio

yuridis/empiris.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum yang Demokratis
1. Konsep Negara Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang sangat
populer, banyak negara yang mengadopsi demokrasi sebagai
landasan pemerintahannya tidak terkecuali Indonesia. Demokrasi
mengacu pada pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, baik
secara langsung maupun tidak langsung atau representatif. Demokrasi
berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang bermakna
pemerintahan rakyat.

Sejarah paham atau ajaran demokrasi muncul dalam kehidupan
berbangsa, masyarakat bangsa-bangsa Eropa berdasarkan paham
agama, dikenal juga dengan istilah “theocracy” yang berarti
pemerintahan/negara berdasarkan hukum/Kekuasaan Tuhan.?

Serangan teokrasi raja dan penguasa agama sangat
merendahkan kehidupan negara-negara Eropa, bahkan
menghancurkan hampir semua yang terkait dengannya, kehidupan
rakyat dan negara. Di tengah-tengah kesuraman yang melanda

Eropa, JJ. Rousseau menegaskan bahwa dasar kehidupan

9 Muchyar Yara, Mencari Model Demokrasi Ala Indonesia, Makalah pada
Simposium “Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat
Madani”, yang diselenggarakan oleh Komisi Kebudayaan dan komisi lImu-llmu Sosial,
20086) hal. 5.
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berbangsa/bermasyarakat tidak bisa lagi bertumpu pada kedaulatan
Tuhan sebagaimana yang dijalankan oleh Raja dan Penguasa Agama
yang ada, karena sesungguhnya hak kedaulatan tertinggi dalam suatu
negara/masyarakat adalah di tangan rakyatnya dan tidak berasal dari
Tuhan.'°

Bahkan negara/masyarakat ada karena hanya berdasarkan
kontrak yang dibuat oleh rakyatnya (teori kontrak sosial). Singkatnya,
ajaran/teori kedaulatan rakyat atau “demokrasi” menyatakan bahwa
kehendak tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, dan oleh
karena itu rakyatlah yang menentukan segala sesuatu tentang negara
dan lembaga-lembaga rezimnya. Atau bisa juga dikatakan bahwa
ajaran pemerintahan negara ada di tangan rakyat. Ajaran demokrasi
mumi hasil pemikiran JJ. Rousseau adalah hipotesis, yang sejauh ini
tidak ada bukti empiris. Bahkan dalam "The Police" atau City-State di
Yunani yang dijadikan contoh oleh Rousseau untuk mengkonstruksi
ajaran Demokrasi yang absolut dan langsung, tidak ditemukan unsur
demokrasi.

Untuk alasan ini, Logemann menyebut ajaran JJ Rousseau
tentang demokrasi sebagai "mitos abad ke-19" karena tidak memiliki
dasar dalam realitas kehidupan manusia dan bertentangan dengan
fakta bahwa rakyat (dalam kesamaan mereka) secara langsung dan

mutlak mengontrol demokrasi. Segelintir (sedikit) orang menguasai

' Ibid, hal. 5.
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pemerintahan negara dan sekelompok besar orang, yaitu rakyat,
memerintah. Konflik yang tidak dapat didamaikan antara doktrin JJ
Rousseau tentang demokrasi (yang mutlak dan langsung) dengan
realitas empiris kehidupan manusia (yang mengatur sedikit lebih
banyak), juga sebagai akibat dari berkembangnya lembaga-lembaga
negara dalam suatu “Negara Nasional” yang meliputi suatu wilayah
yang luas dan perkembangan jumlah penduduk yang terus
meningkat serta taraf hidup yang kompleks, maka prinsip demokrasi
pada awalnya dikemukakan oleh JJ. Rousseau ini masih perlu
disempurnakan.'?

Langkah terpenting dalam menyempurnakan ajaran JJ
Rousseau tentang demokrasi dan awai mula demokrasi modern, salah
satu demokrasi perwakilan yang dikenal saat ini, adalah berdirinya
House of Representatives di Inggris pada pertengahan Abad Xl
(1265). Dalam demokrasi perwakilan, bukan rakyat secara keseluruhan
yang menentukan jalannya pemerintahan negara, tetapi rakyat
mewakili wakil-wakiinya, yang duduk di parlemen untuk menentukan
jalannya pemerintahan negara.'? “Pada dasarnya demokrasi tidak
dirancang untuk efisiensi, tapi untuk pertanggungjawaban sebuah

pemerintahan”

" Ibid, hal. 6.
12 |bid, hal. 6.
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Pemerintah yang menganut sistem demokrasi akan
membutuhkan lebih banyak birokrasi, yang tidak praktis dalam
pembuatan kebijakan karena, tidak seperti negara yang tidak menganut
sistem demokrasi, seperti sistem otoriter, mereka mengeluarkan
kebijakan melalui sistem birokrasi yang sistematis harus lebih cepat.
karena mereka datang langsung dan pemerintah.

Seiring waktu, konsep demokrasi dipraktikkan secara berbeda
dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia. bahkan masing-
masing negara mengaku sebagai negara demokrasi karena mereka
menyelenggarakan demokrasi dengan kriterianya masing-masing.
Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang
kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-
prinsip demokrasi adalah:'3

1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;

2) Hak-hak minoritas;

3) Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas dan jujur;
4) Persamaan di depan hukum;

5) Proses hukum yang wajar;

6) Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

7) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
8) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

18 Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta: 2010, hal. 116
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Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara demokrasi

sebagaimana disebutkan oleh Jimly dalam bukunya adalah sebagai

berikut: 4

1)
2)
3)

4)

Adanya jaminan persamaan dan persamaan hak dalam

kehidupan bersama,
Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau

pluralitas,

Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan
bersama, dan

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan
mekanisme regulasi yang saling mengikat. Demokrasi adalah
alat untuk mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada
rakyat, sedangkan arti demokrasi secara harafiah adalah
pemerintahan oleh rakyat'?

Pemerintah rakyat adalah pemerintahan yang memerintah atas

nama rakyat, dan rakyat selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan,

artinya kekuasaan rakyat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membuat kebijakan. untuk

kepentingan rakyat. Wikipedia bahasa Indonesia menyatakan bahwa

demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan

suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga

negara) atas negara, yang harus menjalankan pemerintahan negara

itu, 16

14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika,

Jakarta, 2011, hal. 138.

15 Arend Liphart, Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus

Government In Twenty-One Countries, New Haven and London: Yale University Press,
1984., hal 1-45.

6 HMN. Susantho Erningpradja, et.Al.,Responsible Citizen’s Democracy, Iris

Press, Bandung: 2008., hal. 45.
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Robert Dahl menyebut mereka "poliarki” untuk membedakannya

dari demokrasi ideal. Seperti yang ditunjukkan Dahl, demokrasi yang

relatif responsif hanya bisa ada jika setidaknya ada delapan jaminan

kelembagaan.:1?

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kebebasan untuk membuat dan menyatukan organisasi-
organisasi;

Kebebasan berekspresi

Hak berbicara

Kelayakan kantor publik

Hak pemimpin politik untuk bersaing demi dukungan dan suara:
Sumber-sumber alternatif informasi:

Pemilihan yang bebas dan jujur.

Kelembagaan membuat kebijakan pemerintah bergantung pada
suara dan ucapan elektoral Secara etimologis, demokrasi
merupakan gabungan dari dua kata, demos (masyarakat) dan
kratos (pemerintah).

Pada tataran negara demokratis modern, Henry B. Mayo dalam

Moh. Mahfud MD'® mendefinisikan bahwa:

‘A democratic political system is one in which public policies are

made on a majority basis, by representatives subject to effective

popular conirol at periodic elections which are conducted on the

principle of political equality and under conditions of political freedom.”

(Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan

bahwa kebijakan publik sangat ditentukan oleh perwakilan yang diawasi

secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan umum reguler berdasarkan

17 Satya Arinanto, Politik Hukum 1, Program Pascasarjana Universitas Indonesia:
2010, hal. 26

18 Mahfud MD, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 20.
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prinsip kesetaraan politk dan diselenggarakan dalam lingkungan

kebebasan politik yang terjamin.).

Menurut Melvin |. Urofsky, parameter suatu negara baru

dikatakan demokrasi adalah:®

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
Pemilihan umum yang demokratis
Federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal (distribusi
kekuasaan)

Pembuatan undang-undang

Sistem peradilan yang independen
kekuasaan lembaga kepresidenan

Peran media yang bebas

Peran kelompok-kelompok kepentingan

Hak masyarakat untuk tahu

Melindungi hak-hak minoritas

Kontrol sipil atas militer.

Untuk membedakan unsur-unsur demokrasi dari demokrasi,

suatu negara yang mengaku sebagai negara demokrasi harus

mencantumkan dalam konstitusi negara perlindungan dan jaminan

bagi rakyatnya, sebagaimana dikatakan Munir Fuady dalam bukunya,

yaitu

unsur-unsur negara demokrasi. harus memasukkan dalam

konstitusinya unsur-unsur berikut:

1)

2)
3)
4)

Penyebutan hak-hak dasar rakyat dan perlindungan hak-hak
tersebut.

Sistem dan struktur negara dan pemerintahan.

Kekuasaan dan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pertahanan dan Keamanan Nasional.

¥ Melvin |. Urofsky, Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Office of International
information Programs U.S Department of State, 2001, hal. 2- 6,
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Memasukkan unsur demokrasi ke dalam konstitusi suatu negara
berarti negara tersebut telah menjamin hak-hak rakyatnya. Ini, seperti
yang dikatakan seorang Presiden Amerika, negara dari rakyat, oleh
rakyat, untuk rakyat. Tujuan bermasyarakat yang hidup bemegara
adalah untuk memperoleh perlindungan dan keamanan dari negara.
Demikian pula tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang secara
konstitusional dapat kita definisikan sebagai tujuan nasional yang
meliputi:20

1) Melindungi segenap bangsa dan dan seluruh tumpah darah
Indonesia;

2) Memajukan kesejahteraan umum;

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan;

4) lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan negara
berada di tangan sejumlah besar orang dan kekuasaan ini digunakan
untuk kebaikan semua..?!

Demokrasi merupakan fenomena sosial yang erat kaitannya
dengan perkembangan negara, memiliki beberapa ciri yang masing-

masing dilihat dari masyarakat yang memandangnya..?2

2 Satya Arinanto, Op. Cit,, hal. 7.

21 M. Solly Lubis, #fmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2007. hal. 58

2 Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi), Alumni, Bandung, 2008.

hal. 25
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Demokrasi bukan hanya sekedar metode, alat atau proses,
tetapi nilai atau norma yang harus meramaikan dan mencerminkan
seluruh proses kehidupan kita dalam masyarakat, sebagai suatu
bangsa. Demokrasi tidak hanya menjadi kriteria dalam perumusan cara
atau proses untuk mencapai tujuan, tetapi tujuan itu sendiri harus
mengandung nilai atau norma demokrasi. Tegasnya, demokrasi bukan
hanya jalan, tetapi juga tujuan yang harus terus kita kembangkan
sebagai proses yang tentunya membutuhkan waktu.?

Demokrasi sendiri secara etimologis (revisi bahasa) terdiri dari
dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti
rakyat (penghuni suatu tempat) dan “cratein” atau “cratos” yang berarti
kekuasaan (kedaulatan). Jadi, dalam bahasa demokrasi, demokrasi
adalah suatu negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan
berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan
kolektif rakyat, rakyat memerintah, pemerintahan dari rakyat, dan
kekuasaan oleh rakyat. 2

Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan
disebut sebagai konsep dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya,
kekuasaan pada dasarnya diakui berasal dari rakyat, sehingga

rakyatlah yang benar-benar menentukan, mengarahkan, dan benar-

23 Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional, Buku Kompas, Jakarta,

2010, hal. 3.
2 Titk Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 67
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benar menyelenggarakan kehidupan bernegara. Pada prinsipnya
seluruh sistem ketatanegaraan ditujukan untuk seluruh rakyat. Bahkan
negara yang baik diidealkan untuk bersama rakyat dalam arti
melibatkan masyarakat luas.25

Selain itu, kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi juga
tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the
people, for the people). Apa yang dimaksud dengan sistem
pemerintahan oleh rakyat dan penyelenggara pemerintahan dipilih
dengan hak pilih universal dari dan oleh rakyat.?®6 Dengan demikian,
keberadaan pemerintah yang dipilih secara populer menetapkan
legitimasi kekuasaan pemerintah itu.

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan “oleh rakyat”
(government by the people) adalah pemerintahan yang dijalankan atas
nama rakyat, bukan atas nama individu atau didorong secara pribadi
oleh elit penguasa.?’” Oleh karena itu, setiap penyusunan dan
perubahan undang-undang dan undang-undang juga dilakukan secara
langsung oleh rakyat (misalnya melalui sistem DPRD yang sebelumnya

dipilih melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kekuasaan untuk

25 Jimly Asshiddigie, Op. Cit.,, hal. 293

26 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.
28-29.

27 Ihid. hal 29
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mengawasi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui Pemerintah) Perwakilan dari anggota DPRD.

Sedangkan pemerintah “untuk rakyat” berarti bahwa segala
kebijakan dan tindakan pemerintah harus untuk kepentingan rakyat
secara umum, bukan untuk kepentingan salah satu atau kelompok
tertentu..?8 Dengan demikian tujuan utama dari segala tindakan negara
adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan keadilan dan ketertiban
bagi masyarakat.

Transformasi demokrasi memiliki sejumlah karakteristik utama.
Keputusan politik yang harus diambil oleh upaya transformasi
demokrasi bersifat tidak memihak, yaitu keputusan/kebijakan publik
yang isinya mempengaruhi kepentingan bersama seluruh warga
negara, bukan hanya  kepentingan kelompok atau mayoritas.
Keputusan politik khususnya kebijakan publik yang isi dan arahnya
tidak berpihak tidak akan terwujud jika tirani mayoritas atau tirani
minoritas ditekankan. Oleh karena itu, sangat penting siapa yang
mengambil bagian dalam konsultasi. Selanjutnya, kehadiran peserta
dari berbagai elemen proses konsultasi “memaksa” setiap peserta
untuk mendengarkan dan mempertimbangkan preferensi dan
pertimbangan yang diajukan oleh peserta lain.Keputusan yang tidak
memihak dapat dicapai ketika peserta dari sebanyak mungkin

kelompok mengambil bagian dalam musyawarah. Oleh karena itu, tidak

28 Ibid, hal 29
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hanya pengambilan keputusan kolektif yang sadar diperlukan, tetapi
juga representasi penuh.2®

Sistem perwakilan dan sistem hak pilih universal yang diterapkan
saat ini nampaknya belum mampu menghasilkan representasi yang
utuh dari seluruh elemen masyarakat yang beragam, terbukti masih
banyak elemen masyarakat yang tidak terwakili atau kurang terwakili.
Oleh karena itu, keputusan yang tidak memihak dibuat tidak hanya
dengan demokrasi deliberatif tetapi juga dengan demokrasi partisipatif.
Demokrasi partisipatif, partisipasi semua pihak yang akan dipengaruhi
oleh keputusan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaannya, baik berupa keputusan yang melibatkan pejabat
maupun berupa kebijakan publik.30

Demokrasi konstitusional sangat cocok untuk dipraktikkan dalam
masyarakat yang tingkat fragmentasi dan polarisasi sosialnya sangat
tinggi, seperti di Indonesia, karena praktik berserikat dapat meredam
konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat ini, hal ini karena
keterlibatan tokoh masyarakat. kelompok yang mewakili kelompok
sosial yang beragam untuk mengurangi penyebaran konflik®!, terdiri

dari beragam suku, kelompok agama, dan komunitas, Indonesia

2 Ramlan Surbakti, “Demokrasi Deliberatif dan Partisipatif’. Dalam Andy Ramses

M., Dkk Editor, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat llmu Pemerintahan
Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 42

30 jbid, hal. 27-28.
31 Afan Gaffar, “Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran Tentang

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila”, dalam Akhmad Zaini Abar, Editor, Beberapa Aspek
Pembangunan Orde baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulok Sumur, Ramadhani, Solo, 1990,
hal. 93.
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cenderung menerapkan demokrasi konkordanatif, yang merupakan
jenis kompromi elit tertutup. Dengan demikian, demokrasi konkordan
adalah adanya koalisi besar elit politik atau pemimpin dari semua
bagian utama dari masyarakat pluralistik, yang merupakan kompromi
antara dua jenis kelompok ekstrim di kutub yang berbeda dengan
mensyaratkan kehadiran pemimpin politik yang mampu menyatukan
kekuatan. mendamaikan dan diterima oleh kelompok. Demokrasi ini
menekankan pada perlindungan khusus kelompok budaya, yang
menekankan Kerjasama yang erat antara elit yang mewakili sektor
budaya utama masyarakat.

Jadi ada hubungan yang sangat erat antara demokrasi
partisipatif, demokrasi deliberatif dan demokrasi konsosiatif karena
ketiga konsep tersebut saling terkait. Pencapaian keputusan kolektif
membutuhkan kerjasama yang erat antara para elit yang mewakili
bagian budaya utama masyarakat dan harus didukung oleh partisipasi
semua pihak. Demokrasi sebagai sistem politik juga tidak dapat
dipisahkan dari sistem sosial lainnya., Untuk pemahaman holistik
tentang demokrasi. Demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai subjek,
berimplikasi pada prosedur pengambilan kebijakan negara (hukum)
dan proses pengambilan keputusan  (decision making
process).Pemerintah yang berasal dari rakyat melaksanakan
kehendak rakyat yang diwujudkan dalam proses pengambilan

keputusan yang bersifat botftom-up.
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Demokrasi tidak mengenal kebijakan yang bersumber dari
kehendak dan kepentingan kekuasaan. Setiap kebijakan harus
berangkat dari kehendak aspirasi yang sedang berkembang di
masyarakat (rakyat). Partai polittk dan kelompok kepentingan
menangkap upaya yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi
demokrasi. Oleh karena itu, suatu pemerintahan dengan kedaulatan
rakyat tidak mungkin dilaksanakan dalam sistem administrasi tertutup.
Kedaulatan rakyat membutuhkan keterbukaan (transparansi), yang
dengannya seseorang dapat segera mengetahui berapa banyak hal
yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan yang dianggap
perlu.3?

Dalam demokrasi, setiap warga negara dapat membuat
keputusan politik sesuai dengan prinsip mayoritas. Namun, tidak semua
vang diputuskan dengan suara terbanyak selalu demokratis jika tidak
dibarengi dengan jaminan hak-hak individu dan perlindungan hak-hak
minoritas.3 Hak minoritas tidak dapat dihilangkan dengan keputusan
mayoritas, hanya berpegang teguh pada mayoritas tanpa melindungi
minoritas adalah bentuk lain dari kesewenang-wenangan atau
otoritarianisme. Demokrasi, suara terbanyak, perlindungan minoritas,

asas kebebasan, asas persamaan, dan perlindungan hukum

32 Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokusmedia,

Bandung, 2009, hal. 83-84.
33 Sarwono Kusumaatmadja, Politik dan Kebebasan, Koekoesan, Depok, 2007,

hal. 58.
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merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah
sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji dan diakui paling realistis
dan rasional untuk menciptakan tatanan sosial, ekonomi, dan politik
yang adil, egaliter, dan manusiawi.3*

Demokrasi, dengan bentuk pemerintahan di mana warga negara
dapat menjalankan hak yang sama dalam pelaksanaan keputusan
politik, tetapi tidak dalam kapasitas pribadi mereka, tetapi melalui
perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab, adalah bentuk
demokrasi perwakilan. Dua elemen terpenting dari demokrasi
perwakilan adalah pemisahan antara pemerintah dan warga negara,
dan pemilihan umum yang teratur berfungsi sebagai alat bagi warga
untuk mengontrol pemerintah. Oleh karena itu, percayakan
sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen dan
pemerintahan melalui sistem hak pilih universal. Oleh karena itu,
demokrasi adalah sistem politk yang mengatur bagaimana amanat
rakyat disampaikan dengan baik.3?

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau
demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan
(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung. Di dalam
praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil

rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut

34 Amaruddin Masdar, dkk, Mengasah Nailuri Publik Memahami Nalar Politik,

LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 79.
3 Suyatno, Menjelajahi Demokrasi, Humaniora, Bandung, 2008, hal. 67.
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parlemen. Sistem pemerintahan yang demokratis di mana kebijakan
publik ditentukan oleh mayoritas perwakilan, dikendalikan secara efektif
oleh rakyat melalui pemilihan umum yang teratur berdasarkan prinsip
kesetaraan politik, dan dilakukan dalam lingkungan politik yang
terjamin. Demokrasi formal ditandai dengan pemilihan umum yang
teratur, bebas, adil dan kompetitif. Ada cukup kebebasan sipil dan
politk untuk memastikan persaingan dalam pemilu.3¢

Dalam praktiknya, konsep demokrasi saat ini sering digunakan
sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai alat
untuk menilai apakah penyelenggaraan suatu negara demokratis atau
tidak. Dengan kata lain, pengertian demokrasi menjadi tolak ukur atau
parameter untuk menentukan apakah suatu proses pemerintahan
memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan

atau hanya kepentingan sekelompok orang.?”

2. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum Immanuel Kant dalam bukunya
“Methaphysiche Ansfanggriinde der Rechtsstaats” memahami negara
hukum dalam arti sempit dan menghadirkan fungsi hukum dan negara
secara eksklusif sebagai sarana untuk melindungi hak dan kekuasaan

individu. yang dimaknai secara pasif dan berfungsi untuk memelihara

% Hartati, Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah, CV Trisar Mitra

Utama, Jambi, 2018. Hal. 29
37 Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan ke-3, Prenadamedia

Grup, Jakarta, 2018, hal. 50 - 51.
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ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengertian Immanuel Kant
dikenal sebagai negara penjaga malam yang bertugas menjamin
ketertiban dan keamanan masyarakat, masalah kesejahteraan
berdasarkan persaingan bebas (gulat), /laisez faire, laisez ealler, siapa
yang kuat menang.®®

Pemikiran Immanuel Kant menginspirasi F.J. Stahl dengan
semakin memperkuat prinsip-prinsip liberalisme seiring dengan
lahirnya kontrak sosial Jean Jacques Rousseau, yang membagi fungsi
negara menjadi dua, yaitu legislasi dan penegakan hukum.3¢

Konsep negara hukum Immanuel Kant menjadi negara hukum
formal, seperti terlihat dari F.J. Stahl pada rule of law, yang dicirikan
oleh empat unsur pokok, yaitu: (i) pengakuan dan perlindungan hak
asasi manusia, (ii) negara berdasarkan teori trias politica, (iii)
pemerintahan di bawahnya itu adalah dasar hukum yang terorganisir,
dan (iv) ada pengadilan tata usaha negara.

Menurut Philipus M. Hadjon, ia berpendapat bahwa konsep
negara hukum dianggap berpengaruh dan masing-masing konsep
tersebut memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Selain itu, Philipus
M. Hadjon memberikan definisi negara hukum berdasarkan

S.W.Couwenberg:#0

38 Ibid, hal. 114
3 Nimatul Huda, /imu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 20
40 fbid, hal. 16
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1)

2)

3)

Adanya konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis yang
mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan
membuat undang-undang di parlemen, peradilan yang merdeka
untuk menyelesaikan perselisihan tidak hanya antara individu
tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang
mendasarkan tindakannya pada hukum (wetmatige bestuur).
Diakui dan melindungi hak rakyat atas kebebasan (vrijheidrechte
van de burger).

Scheltema adalah salah satu pemikir Belanda yang menaruh

perhatian besar pada konsep negara hukum. Ditetapkan bahwa

terdapat 4 (empat) unsur pokok negara hukum dan setiap unsur pokok

memiliki unsur turunannya. Unsur-unsur tersebut dinyatakan oleh

Azhary sebagai berikut:4!

1)

Adanya kepastian hukum: a) asas legalitas; b) Hukum yang
mengatur tindakan penguasa sedemikian rupa sehingga warga
negara tahu apa yang diharapkan; ¢) hukum tidak dapat diterapkan
secara retrospektif; d) hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum:

e) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

2) Asas persamaan: a) Perbuatan yang diberi wewenang diatur

dengan undang-undang dalam arti substantif; b) Adanya

pemisahan kekuasaan.

41 Ibid, hal. 18
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3) Asas demokrasi: a) hak untuk memilih dan dipilih bagi warga
negara, b) peraturan untuk badan yang berwenang ditentukan oleh
parlemen; c) parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

4) Asas pemerintahan untuk rakyat: a) hak asasi dijamin dengan
undang-undang dasar; b) pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sedangkan A.V. Dicey menghadirkan 3 (tiga) ciri penting dalam
setiap negara hukum, yang disebutnya sebagai negara hukum, antara
lain:4?

1) Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk
menentang pengaruh dari arbifrary power dan meniadakan
kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority
yang luas dari pemerintah.

2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan
oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berbeda
di atas hukum.

3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa
hukum bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-
hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Indonesia sendiri telah resmi mendeklarasikan diri sebagai
negara hukum sejak tahun 1945 (pembukaan UUD 1945). Hal ini

terlihat dalam Deklarasi UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia

42 Ibid, hal. 18-20
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adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan
belaka. Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam UUD
1945 melalui amandemen Pasal 1 Ayat (3} yang menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum.

Tentang perumusan konsep negara hukum di Indonesia, Ismail
Suny mengemukakan 4 (empat) syarat bagi negara hukum formal yang
menjadi kewajiban kita untuk dilaksanakan di Negara Kesatuan
Republik Indonesia: 1) hak asasi manusia; 2) kekuasaan bersama;
pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) yurisdiksi
administratif 43

Dalam sejarah praktik pemerintahan, penerapan konsep
demokrasi sangat rentan disalahgunakan, yang memerlukan
penjabaran hukum agar penerapan konsep demokrasi tidak bias. Hal
ini ditunjukkan dengan kelemahan atau kekurangan yang melekat pada
konsep demokrasi itu sendiri, di mana pada tataran implementasi
konsep demokrasi dipahami atau didasarkan pada keputusan
mayoritas yang belum tentu mencerminkan sisi kebenaran dan keadilan
yang menjadi dasar pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.
kerangka kekuasaan negara mengandaikan adanya mekanisme
penyeimbang yang menerapkan prinsip nomokrasi (keadilan). Dengan
penerapan prinsip nomokrasi yang menjadi prinsip negara hukum,

pengambilan keputusan dalam kerangka kekuasaan negara dapat

43 Titik Triwulan Tutik, op. cit., hal. 63
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dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sewenang-wenang
atau berlebihan. Bahwa negara demokrasi dengan cara tidak
berkembang menjadi demokrasi yang memenuhi keinginan suara
mayoritas dengan kebebasan, tanpa ketertiban dan kepastian, yang
bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Konsep
demokrasi yang ideal adalah adanya keputusan mayoritas, namun
tetap berdasarkan prinsip nomokrasi, yang mewujudkan demokrasi
yang tertib, seimbang, dan setara..**

Perwujudan dari kedua konsep tersebut di atas terwujud dalam
konsepsi negara hukum yang demokratis atau konsepsi negara hukum
yang demokratis. Kedua konsep tersebut adalah dua sisi mata uang
yang berbeda. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan
negara hukum menjamin terselenggaranya demokrasi tidak anarkis
(kekacauan), dan sebaliknya, pelaksanaan konsep demokrasi di
negara menjamin bahwa produk hukum dan penerapannya hukum

tidak akan sewenang-wenang atau otoriter. .45

. Tinjauan Tentang Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik

Partai politk merupakan salah satu manifestasi kebebasan
berserikat yang yang berperan dalam setiap proses pengambilan

keputusan bernegara (market, civil society, and government), yang

44 Aminuddin llmar, Op. Cif, hal. 49 - 50.
45 Ihid, hal. 50.
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menghubungkan warga negara dengan institusi kenegaraan. Menurut
Robert Michels dalam bukunya “Political Parties, A Sociological Study
of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy” menyatakan
partai politik merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik yang
membentuk kemauan kolektif.*¢ Carl J. Friedrich yang dikutip oleh
Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada
anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materil.4”

Dari segi etimologis, Maurice Duverger mengatakan bahwa kata
partai berasal dari bahasa Latin pars, yang berarti “bagian”. Dengan
pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa karena ada satu bagian,
pasti ada bagian lain. Oleh karena itu, untuk memahami definisi ini,
idealnya tidak mungkin terjadi di suatu negara jika hanya ada satu
partai.*®

Selain itu, Jimly Asshiddigie mengatakan bahwa partai berasal
dari bahasa Inggris part yang berarti bagian atau kelompok. Kata partai

mengacu pada kelompok sebagai pengelompokan komunal

48 Robert Michels, Partai Politik; Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi,
Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 23.

47 Miriam Budiarjo. Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan
Demokrasi Pancasila, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1999. hal. 404

48 Muhadam Labolo, Teguh lham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di
Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, Jakarta, 2015, hal. 9
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berdasarkan kesamaan tertentu seperti tfujuan, ideoclogi, agama,
bahkan kepentingan. Pengelompokan tersebut berbentuk organisasi
umum, yang dapat dibedakan menurut bidang kegiatannya, seperti
Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi
pemuda dan organisasi politik. Dalam perkembangannya kata partai
semakin sering dikaitkan dengan organisasi politik, yaitu organisasi
politik masyarakat..

Berdasarkan konsep partai politik yang dikemukakan oleh Jimly
Asshiddigie, dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan
arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah sekelompok orang dalam
suatu organisasi pada umumnya, tidak terbatas pada organisasi politik.
Tegasnya, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang
berkomitmen pada politik.

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis
yang berarti kota atau kotamadya secara keseluruhan. Konsep polis
adalah proyek idealis Plato (428-328 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).
Dalam bukunya yang berjudul The Republic, Platoc mencoba
menciptakan pemahaman bahwa konsep polis adalah penciptaan
masyarakat yang ideal.Artinya politik adalah segala usaha dan kegiatan
yang ditujukan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang
ideal atau lebih baik. Sementara itu, dalam bukunya yang berjudul

Politik, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah hewan
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politik. Intinya aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, itu wajar
dalam diri setiap manusia.*®

Partai politik di Indonesiaadalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar Kasman kemauan dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan tegaknya Keutuhan Negara. Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 194550

Di Indonesia, partai politik pada awalnya diatur tersendiri dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.5

Dalam negara demokrasi, posisi dan peran masing-masing
lembaga negara harus sama-sama kuat dan saling mengontrol satu
sama lain dalam hal (checks and balances) namun, ketika lembaga-
lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak
efektif, atau kewenangannya untuk menjalankan fungsinya masing-

masing lemah, maka sering terjadi partai-partai politik yang serakah

4¢ Muhadam Labolo, Teguh llham, Ibid., hal. 10
50 Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit, hal180.
51 Fajlurrahman Jurdi, Ibid.
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atau ekstremis menjamur untuk mengontrol dan mengontrol semua
proses dalam pemerintahan dari fungsi pemerintahan.52

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik menentukan
berjalannya sistem ketatanegaraan menurut prinsip saling menguasai
dalam arti yang seluas-luasnya. Di sisi lain, berfungsinya fungsi
kelembagaan negara secara efektif menurut prinsip check and
balances konstitusional juga sangat menentukan Kkualitas sistem
kepartaian dan mekanisme demokrasi yang berkembang di suatu
negara. Semua ini tentunya berkaitan erat dengan dinamika
pertumbuhan ftradisi dan budaya berpikir bebas dalam kehidupan
bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir pada gilirannya
mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip kebebasan
berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat
demokratis yang bersangkutan.53

Tentu saja, partai politik hanyalah sebuah bentuk pelembagaan
sebagai bentuk kebebasan berekspresi dari ide, pemikiran, sudut
pandang dan keyakinan dalam masyarakat yang demokratis. Selain
partai politik, bentuk ekspresi lainnya juga diwujudkan dalam bentuk
kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau kebebasan berserikat
melalui organisasi politik non-partisan seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan lainnya

%2 Jimly Asshiddigie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan
Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005, hal. 52.
53 Jimly Asshiddigie, /bid
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2. Fungsi Partai Politik

Ketika membahas sistem kepartaian dan bagaimana partai
politik bekerja di negara seperti Indonesia, sangat penting untuk
melihat fungsi apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.
Penjelasan tentang fungsi partai politk sangat penting karena
memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana sebuah partai
politik menjalankan fungsi kepartaiannya. Apakah bisa dianggap tepat
atau jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dilihat dari sudut pandang
negara demokrasi.®

Menurut Miriam Budiarjo®, Setidaknya ada empat fungsi partai
politik. Pertama, peran komunikasi politk. Sebaliknya, fungsi
komunikasi politik partai politik adalah untuk menyerap aspirasi dan
pendapat yang berkembang di masyarakat dan seringkali menjadi
masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah. Secara umum,
masukan partai politik dapat berupa dukungan atau tuntutan.

Kedua, fungsi sosialisasi politik. Partai politik lebih berfungsi
sebagai instrumen atau sarana sosialisasi politik (instrument of political
socialization). Melalui fungsi ini, parpol berpeluang lebih dekat dengan

masyarakat atau paling tidak dengan basis utama pemilihnya.

% Yasonna H. Laoly, Manajemen Sengketa Partai Politik, Sebuah lkhtiar
Penataan Kelembagaan Politik di Negara Demokrasi, PT Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019,

hal. 98-99.
58 Yasonna H. Laoly, /bid, hal.99 - 106
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Ketiga, fungsi rekrutmen politik, yang melibatkan pemilihan
seseorang untuk kegiatan politik dan posisi pemerintahan. Peran ini
tentunya menjadi perhatian yang sangat serius bagi partai politik di
Indonesia saat ini. Berbagai persoalan yang dihadapi parpol, seperti
konflik dan perselisihan internal, disebabkan oleh minimnya kader
parpol yang berintegritas tinggi.

Keempat, fungsi manajemen konflik. Dalam masyarakat
biasanya terdapat kecenderungan konflik atau konflik, terutama dalam
dunia politik. Perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan
kelompok lain dalam kasus yang berbeda seringkali menjadi sumber
konflik. Kehidupan politikk yang didasarkan pada kepentingan mudah
menimbulkan konflik atau konflik. Dalam hal ini, partai politik idealnya
mengatur atau mengelola konflik agar tidak berlanjut.Namun dalam
praktiknya, sebagian besar partai politik bukanlah pengatur atau
pengelola konflik, melainkan justru terlibat dalam konflik itu sendiri.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis
antara proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan, banyak yang
berpendapat bahwa partai politiklah yang benar-benar mendefinisikan
demokrasi, seperti yang dikatakan Schattscheider: "Political Parties
Created democracy”. Dalam demokrasi, kehadiran partai politik
merupakan suatu keharusan dalam rangka memenuhi fungsi
perwakilan ketika partai politik memasuki arena pemilu sebagai peserta,

hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
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pemilihan umum, Pasal 1 angka 27 yang berbunyi: “Peserta pemilu
adalah partai politik untuk pemilihan: anggota DPR, anggota DPRD
provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk
pemilihan anggota DPD, dan pasangan calon yang diwakili oleh partai
politik atau gabungan partai politik. diusulkan untuk pemilihan presiden
dan wakil presiden Pemilihan presiden Dalam pemilu dapat dikatakan
bahwa partai politik adalah satu-satunya aktor yang memegang jabatan
di lembaga negara Partai politik berperan sebagai pelembagaan ide,
pemikiran, pandangan dan keyakinan, manusia dapat mengatakan
bahwa peran partai politk menentukan Dengan dinamika kepartaian,
politik menjadi aktor dalam proses yang dinamis dalam perebutan nilai.
dan pemilih untuk menentukan kebijakan negara.5®

Dalam kaitannya dengan Penggantian Antarwaktu (PAW),
kewenangan penggantian antarwaktu anggota DPRD merupakan
urusan partai politik masing-masing dan bahwa partai politik berhak
mengatur dan mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri,
seperti yang ditetapkan dan diatur di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Bab IV
yang mengatur hak dan kewajiban partai politik, Pasal 12 ayat bahwa
Partai Politik berhak:

a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari
negara;

56 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Fifosofis, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2013. Him. 269.
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b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara
mandiri;

¢. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar
PartaiPolitik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala
daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan peraturan perundangundangan;

f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan;

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

calon gubemur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil

bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X

C. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1. Kedudukan DPRD
Tidak hanya kepemimpinan dan pemerintahan negara, tetapi
juga lembaga-lembaga rakyat sebagai subjek pemilik negara muncul
dari perwujudan praktis gagasan negara demokrasi. Adanya kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan yang memberikan kekuasaan

untuk  menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan
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keberadaan lembaga perwakilan rakyat menggarisbawahi anggapan
bahwa menurut pengertian kedaulatan rakyat adalah tidak mungkin
semua orang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
kekuasaan negara, sehingga harus ada yang menyediakan kerangka
kelembagaan yang dapat mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat.
Refleksi dari hal tersebut adalah terbentuknya lembaga legislatif
sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan
kepentingannya. Oleh karena itu, lembaga kerakyatan sangat penting
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kelembagaan rakyat yang kuat
dalam arti dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik melalui
fungsi kontrol (pengawasan), fungsi legislasi, dan fungsi anggaran
(budget) sangat diperlukan untuk mengawal fungsi pemerintahan
negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.Dengan kata lain,
keberadaan lembaga perwakilan rakyat, yang mewakili rakyat, diberi
wewenang untuk menjalankan kekuasaan legislatif, dimaksudkan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Rakyat dapat
mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan melalui  fungsi
pengawasannya. Selain itu, juga dapat membuat pengaturan melalui
fungsi legislatif untuk membuat pengaturan yang memenuhi
kepentingan dan keinginan rakyat. Rakyat dapat mengawasi
penggunaan anggaran negara melalui fungsi anggarannya. Menurut
sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil

rakyat, yang duduk di badan perwakilan rakyat dan berkewajiban untuk
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bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat
yang mereka wakili dan mereka yang yang mereka pilih melalui proses
pemilihan umum parlemen.5”

Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat direpresentasikan
melalui lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.® Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk untuk mewujudkan cita-
cita demokrasi atau kedaulatan rakyat di daerah. Secara historis,
kedudukan dan kewenangan DPRD menurut konstitusi di Indonesia
mengalami pasang surut.’® Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia,
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan sekaligus salah satu
pilar penyelenggaraan pemerintahan daerah, menempati posisi yang
strategis. Posisi strategis tersebut ditunjukkan dengan tugas dan
wewenang DPRD yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), diubah dengan
Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

57 Aminuddin limar, Op. Cit, hal. 52.

%8 Fajlurrahman Jurdi, Loc. Cit., hal 106

%8 Sirajuddin, dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas,
Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Setara Press,
Malang, 2016, hal.161.
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Daerah  diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
sehubungan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 9/2015)
mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) menyelenggarakan
urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah. pemerintahan dan
wakil-wakil penduduk daerah sesuai dengan asas otonomi dan
pemerintahan bersama dengan asas otonomi yang seluas-luasnya
dalam sistem dan asas negara kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya
Pasal 1 angka 4 UU 23/2014 juga menetapkan bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan
penduduk daerah. yang berkedudukan sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten/Kota adalah
badan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan
sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.

Susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota dalam Pasal
147 dan Pasal 148 UU 23/2014 mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota
terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
dengan hak pilih universal. DPRD Kabupaten/Kota adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang sebagai wakil dari penduduk

berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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2. Hak, Wewenang, dan Kewajiban DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)
merupakan salah satu Lembaga negara tertinggi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR terdiri dari anggota partai
politik (parpol) yang pemilihannya dilakukan dengan hak pilih universal.
Dalam konsep trias politika, DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif
yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan
undang-undang oleh pemerintah sebagai badan eksekutif. Sesuai
dengan amanat Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 ditetapkan bahwa DPR
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas dan wewenang
DPR yang terangkum dalam UU MD3 atau UU No.2014 17:

Mengenai fungsi legislasi, DPR mempunyai fungsi dan
wewenang sebagai berikut:

1) Menyusun program legislasi nasional {Prolegnas)

2) Menyusun dan membahas rancangan undang-undang
(RUU)

3) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh
DPD (berkaitan dengan otonomi daerah; pusat dan
hubungan daerah; pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya alam lainnya; dan perimbangan keuangan
pusat dan daerah)

4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD

5) Membuat undang-undang bersama dengan Presiden
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6)

Menyetujui atau menolak Mereka sebagai gantinya
pemerintah peraturan perundang-undangan (diusulkan oleh
Presiden) untuk dilaksanakan menjadi undang-undang.

Dalam kaitannya dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Persetujuan rancangan undang-undang anggaran Undang-
Undang APBN (diusulkan oleh Presiden }

Persetujuan Pertimbangan Pemeriksaan DPD atas RUU
APBN dan RUU UU Perpajakan, Pendidikan, dan Agama
Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK
tentang penatausahaan dan tanggung jawab keuangan
negara

Persetujuan pengalihan kekayaan negara dan kesepakatan-
kesepakatan yang berjangkauan luas Berdampak pada
kehidupan masyarakat sehubungan dengan beban

keuangan negara.

Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, DPR

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1)

2)

Memantau pelaksanaannya undang-undang, APBN dan
kebijakan pemerintah

Membahas dan menindaklanjuti hasil Pengawasan tanggal
yang disampaikan kepada DPD (berkaitan dengan
pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan SDE lainnya,
pelaksanaan APBN, perpajakan, pendidikan, dan agama).
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Tugas dan Wewenang DPR lainnya, termasuk:

1) Mencatat, Menghimpun, Menampung, dan Mengejar
Aspirasi Rakyat

2) Memberi wewenang kepada Presiden untuk (1) menyatakan
perang atau berdamai dengan negara lain; (2)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

3) Memberi Pertimbangan Presiden tentang: (1) pemberian
amnesti dan abolisi; (2) Pengangkatan Duta dan penerimaan
penempatan Duta lainnya

4) Pemilhan anggota BPK, dengan memperhatikan

pertimbangan DPD
5) Pemberian persetujuan kepada Komisi Yudisial terhadap
calon Hakim Agung untuk diangkat cleh Presiden sebagai

Ketua
6) Pemilihan dari 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk
selanjutnya diserahkan kepada Presiden.
3. Fungsi DPRD
Fungsi utama lembaga perwakilan (parlemen) pertama adalah
mengawasi fungsi eksekutif, kemudian fungsi legislatif (fungsi legislatif).
Ada berbagai bentuk kontrol parlementer. Jika kita memeriksa
konstitusi dari berbagai negara di dunia, kita dapat menemukan
berbagai bentuk kontrol yang dapat dilakukan oleh Iembaga
parlementer atas kinerja pemerintah. Bentuk-bentuk pengawasan yang
penting meliputi: (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kabinet; (2) hak
untuk mengatur dan mengendalikan anggaran dan keuangan; (3)
melindungi hak milik dan kekayaan anggota masyarakat; (4)

menyelenggarakan forum debat parlementer; (5) mengadakan dengar
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pendapat; (6) hak untuk ditanyai dan diselidiki; (7) melaksanakan tugas
bersama pemerintahan; dan (8) menjalankan fungsi semi-legislatif dan
semi-yudikatif.60

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang

sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU 9/2015 Tentang

Pemerintahan Daerah:

a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota:

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda
mengenai APBD kabupaten/kota vyang diajukan oleh
bupati/walikota;

¢. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
APBD kabupaten/kota;

d. dihapus.

d1. memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa
masa jabatan;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupatifwali kota
kepada Menteri melalui gubemur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah  kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah Ilain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan daerah;

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

80 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah:
Telaah Perbandingan Konstifusi Berbagai Negara, Ul Press, Jakarta, 1996, hal. 6-23.
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Selain DPR, ada anggapan bahwa pimpinan DPR sebenarnya
hanya bertindak sebagai “pembicara” dalam arti hanya personifikasi
yang mewakili DPR di depan umum. Selain itu, DPR merupakan badan
perwakilan rakyat yang bersifat kolegial, yang mengacu pada sistem
kepemimpinan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan
dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, dengan semangat
persatuan yang diutamakan, demikian arahan DPR seharusnya tidak
signifikan memiliki perbedaan. Kewajiban terhadap anggota DPR
lainnya. Pimpinan DPR dan anggota DPR diperlakukan sama, artinya
pimpinan DPR tidak memiliki kelebihan tertentu dibandingkan anggota
DPR lainnya. Bahkan dalam sidang pengadilan DPR, pimpinan DPR
hanya menjadi penunjuk arah dan moderator jalannya proses, bukan
faktor penentu apalagi berpolitik.

Namun dalam praktiknya di Indonesia, kepemimpinan DPR
memainkan peran yang lebih dari sekadar peran berbicara. Selain
pimpinan DPR sebagai kepala lembaga negara (sehingga memiliki hak
khusus sebagai kepala penyelenggara negara, menerima gaji dan
fasilitas yang lebih tinggi dari anggota DPR lainnya), pimpinan DPR
juga memiliki peran strategis. dalam menentukan jalannya lembaga
DPR. Menurut Indonesia Parliament Center (IPC), ada 10 peran
strategis pimpinan DPR, yaitu :

1) memimpin sidang DPR,;

2) menyusun jadwal dan agenda sidang DPR;
3) melaksanakan putusan sanksi dan rehabilitasi anggota DPR;
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4) menyusun rencana kerja dan anggaran DPR;
5) membentuk panel sidang kode etik;
6) membentuk tim untuk fujuan tertentu setelah konsultasi dengan

fraksi;

7) menetapkan pembentukan kaukus;

8) mengadakan pembagian tugas pada masa reses;

9) mengusulkan kepada rapat paripurna DPR mengenai jumlah
komisi, ruang lingkup tugas komisi dan mitra kerja komisi;

10) menentukan jangka waktu pembahasan satu RUU 51

D. Tinjauan Tentang Penggantian Antarwaktu (PAW)

Dalam bahasa sehari-hari, penggantian antarwaktu (PAW)
dikaitkan dengan anggota DPR. Secara etimologis, kata bahasa Iinggris
“recall” mengandung beberapa arti. Setidaknya menurut Peter Salim
(dalam The Contemporary English-Indonesia), yaitu mengingat,
memanggil kembali, menarik atau membatalkan. Penggantian
Antarwaktu (PAW) didefinisikan sebagai proses pemindahan atau
penggantian anggota DPR dengan organisasi induk, yang tentu saja
partai politik..82

Recall, terdiri dari kata "re" yang berarti "kembali" dan "call" yang
berarti "memanggil® atau "memanggil". Menempatkan kata-kata ini
bersama-sama, kata "mengingat” berarti "dipanggil" atau "diingat". Kata
recall adalah istilah yang terdapat dalam kamus ilmu politik yang

digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa pengunduran diri

51 Ahmad Hanafi, “Mengapa Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Strategis”,

http://ipc.or.id/mengapa-pimpinan-alat-kelengkapan-dpr-strateqis
62 BN. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006,

hal. 417
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oleh pemilih dari satu atau lebih anggota parlemen yang duduk di
lembaga perwakilan (melalui proses pemilihan). Jadi, dalam konteks ini,
recall merupakan hak pemilih terhadap orang yang dipilihnya.5?

Penggantian Antarwaktu (PAW) atau pencabutan adalah istilah
yang belum ada di Indonesia. Definisi recall di Indonesia berbeda
dengan definisi recall di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, istilah
recall digunakan dalam pemilihan full recall untuk menjelaskan hak
pemilih (electors) untuk memberhentikan wakilnya sebelum masa
jabatannya berakhir. Proses pemberhentian anggota badan perwakilan
rakyat yang akan dipanggil kembali sebelum berakhirnya masa jabatan
anggota yang pensiun dan digantikan oleh anggota iain disebut juga
dengan penggantian antarwaktu (PAW).54

Seluruh anggota lembaga perwakilan baik DPR, DPRD dan DPD
dipiilih oleh rakyat dalam pemilihan legislatif (Pileg) melalui mekanisme
pemilihan secara langsung oleh rakyat secara berkala 5 (lima) tahun
sekali, yakni dalam Pemilu (Pemilihan Umum).

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah pemilihan
pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan di lembaga negara.
Secara khusus pemilihan pemegang jabatan ini merupakan pemilihan
langsung yang dilakukan secara berkala yaitu setiap 5 (lima) tahun

sekali untuk mengisi jabatan pemegang jabatan. Konsep pergantian

83 Haris Munandar, Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia,

Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 128
64 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 318,
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jabatan merupakan salah satu elemen penting negara demokrasi, di
mana batasan masa jabatan erat kaitannya dengan keinginan untuk
menghindari jabatan satu tangan yang membahayakan sistem
demokrasi.®®

Namun tidak selamanya anggota dewan perwakilan yang telah
terpilih dalam Pemilu otomatis akan tetap menduduki kursi jabatannya
selama penuh satu periode masa jabatan 5 (lima) tahun. Berbagai
kemungkinan dapat menyebabkan adanya pergantian anggota dewan
dalam periode masa jabatannya akibat dinamika politk dalam
penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus dilakukan recall atau
Penggantian Antarwaktu.

Pada dasarnya, wacana (PAW) erat kaitannya dengan partai
politik (partai) baik dalam struktur organisasinya maupun fungsinya.
Hak atas (PAW) berada di tangan pimpinan partai politik dari mana
badan legislatif itu berasal. Oleh karena itu, peran pengurus partai
politik dalam memanfaatkan hak Penggantian Antarwaktu (PAW)

sangat penting.6

1. Landasan Hukum Penggantian Antarwaktu (PAW)
Kewenangan Penggantian Antarwaktu (PAW) diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang

85 Fajlurrahman Jurdi, Loc. Cit., hal 77.
% Indria Samego, et. al., Menata Negara, Usufan LIP! tentang RUU Politik,

Mizan, Bandung, 1998, hal. 59.
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Partai Politik, pada Pasal 12 ayat yang menegaskan bahwa Partai
Politik berhak untuk mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya
di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(selanjutnya disingkat PP 12/2018) Pasal 109 bahwa Anggota DPRD
yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat
perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan
yang sama.

Kemudian pada Pasal 113 PP 12/2018 Calon Anggota DPRD
pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana
persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-
Undang mengenai pemilihan umum. Selain memenuhi persyaratan
tersebut partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti
antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik. Pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan
administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon
Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan

umum dan melampirkan:
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surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari
mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri
setempat;

surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai
politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum
yang dilegalisir oileh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi
DPRD provinsi dan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/
kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan

fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang
mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang
dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi DPRD
provinsi dan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bagr
DPRD kabupaten/ kota. Kelengkapan administratif penggantian
antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-
masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Dianalisisa dari landasan hukum secara hirarkis, penggantian

anggota dewan perwakilan telah diatur dalam konstitusi dan norma-

norma yuridis yang mengatur selanjutnya tentang syarat, prosedur dan

mekanisme Penggatian Antarwaktu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
setelah amandemen, pada Pasal 22B.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (MD3) sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama, ke dua dan ke tiga (UU MD3 Nomor 42 Tahun 2014, UU
MD3 Nomor 2 Tahun 2018, dan UU MD3 Nomor 13 Tahun 2019)

pada Pasal 405 sampai dengan Pasal 411.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dan ke
dua {UU Nomor 2 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun

2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.

2. Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW)

Penggantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPRD

Kabupaten/Kota merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MD3. Terdapat perbedaan tahapan mekanisme antara PAW

yang dilakukan karena alasan meninggal dunia dengan alasan

mengundurkan diri atau diberhentikan. Mekanisme PAW untuk anggota
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DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam UU No. 17 tahun 2014 sebagai

berikut:

(1)

(M

(2)

(3)

(4)

(M

(2)

Pasal 405:
Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia,
b. mengundurkan diri; atau
¢. diberhentikan.

Pasal 406

Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada
ayat (2) huruf ¢, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh
pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota
dengan tembusan kepada gubernur.

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD
kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota
DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota
untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota
menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari
bupati/walikota.

Pasal 409

Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406
ayat (1) digantikan oleh cailon anggota DPRD kabupaten/kota
yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar
peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik
yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
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(3)

(1)

(2)

3

(4)

(5)

(6)

(7)

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti
antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD
kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 410

Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan
meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU
kabupaten/kota.

KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti
antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat
pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti
antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwakiu kepada gubernur melalui
bupati/walikota.

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota
menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada
gubernur.

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), gubemur meresmikan pemberhentian dan
pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

Sebeium memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh
pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks
sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369.
Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD
kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
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Pasal 411
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian

antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti
antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota
DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.

Objek PAW yang menjadi subyek penelitian ini adalah
Penggantian Antarwaktu pimpinan DPRD yang berhalangan tetap
akibat meninggal dunia, yang selain menjabat sebagai Ketua DPRD
Luwu Timur juga menduduki jabatan pimpinan di partai politiknya yaitu
sebagai Ketua Daerah Kabupaten Dewan Pimpinan (DPD II) Partai
Golkar.

PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota tahapan pengajuannya
adalah sebagai berikut:

- Partai polittk mengusulkan PAW kepada pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota,

- Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meminta verifikasi kepada

KPUD Kabupaten/Kota,

- Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada

Gubemur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan PAW

dengan rekomendasi KPUD Provinsi,

- Gubermur membuat Surat Keputusan (SK) tentang PAW.

Mengenai mekanisme PAW terhadap pimpinan DPRD
diberlakukan mekanisme yang serupa dengan anggota berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
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Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

1)
2)

3)

Pasal 36

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan
dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa
jabatannya karena:
a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
c) diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; atau
d) diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.,
Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam
hal:
a) terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik
berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
b) partai polittk yang bersangkutan  mengusuikan
pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua
menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan
tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti
definitif.
Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya
dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan
melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya
ketua pengganti definitif.

Pasal 37

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat
paripurna.

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan
DPRD

63



Adapun yang menjadi mekanisme jika DPRD tidak memiliki

ketua berdasarkan UU 17 tahun 2014 sebagai Berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pasal 377

Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) belum terbentuk, DPRD
kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD
kabupaten/kota.

Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1
(satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik
yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD
kabupaten/kota.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua
sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah
oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD
kabupaten/kota.

Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan
keputusan gubernur.

Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 390 yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan
DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD
kabupaten/kota tentang tata tertib.

Mekanisme di atas memperlihatkan bahwa keputusan PAW

melibatkan empat pihak yaitu Partai Politik, Pimpinan DPRD, Komisi

Pemilihan Umum, dan Presiden. Namun kuncinya terletak pada partai

politik.
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E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch
mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar
pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga
tujuan hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum.57

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch
menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar
yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam
realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan
dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai
dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka
mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang
digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan
sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;

2. Kemanfaatan Hukum;

3. Kepastian Hukum.98

S7Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Pranada Media

Group, Jakarta, hai. 288.
8 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123
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Kepastian adalah suatu kondisi, ketetapan, atau ketetapan
(keadaan) tertentu. Hukum pada dasamya harus benar dan adil. Itu
harus menjadi kode etik dan keadilan, karena kode etik harus
mendukung perintah yang dianggap tepat. Hanya karena adil dan
ditegakkan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologis.?

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah
‘Scherkeit des Rechts selbst’ (kepastian hukum tentang hukum itu
sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna
kepastian hukum, yaitu:’°

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-
undangan {(gesetzliches Recht).

2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta ( Tatsachen), bukan suatu
rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim,
seperti "kemauan baik”, “kesopanan”.

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping
juga mudah dijalankan.

4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

8 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukurn,

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.
70 Achmad Ali, Op. Cit., hal. 292-293
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Doktrin kepastian hukum ini berangkat dari doktrin doktrin hukum
yang didasarkan pada arus pemikiran positivistik dalam dunia hukum,
yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri,
karena bagi penganut paham ini hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi pemeluk mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai oleh
hukum yang sifatnya konstitusional umum saja. Sifat umum negara
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan pada keadilan atau
kemanfaatan, tetapi hanya pada kepastian.”!

Kepastian hukum menurut pendapat Roscoe Pound
mengandung dua pengertian, yaitu:"2
1. Pertama, adanya aturan umum memungkinkan individu
mengetahui tindakan apa yang bisa atau tidak bisa mereka lakukan.
2. Kedua, berupa kepastian hukum bagi individu terhadap
kesewenang-wenangan negara, karena adanya aturan umum
berarti individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum
ada tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal undang-undang, tetapi
juga dalam keterpaduan putusan pengadilan antara suatu putusan

dengan putusan hakim lain untuk perkara yang diputus serupa.

t Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),

Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar limu Hukum, Kencana Prana Media Group,

Jakarta, 2008, hal. 137
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Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem aturan. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus
dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang sadar
Hukum yang berisi aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi perilaku
individu dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan teman
sebayanya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-
aturan ini menjadi batasan masyarakat untuk memungut pajak atau
memperdagangkan individu.Adanya aturan tersebut dan penerapan
aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.”?

Kepastian hukum menghendaki terciptanya suatu aturan umum
atau general rule dan bermuara pada tugas hukum secara umum untuk
mencapai kepastian hukum (demi ketertiban dan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman
dan damai di masyarakat luas dan ditegakkan dan ditegakkan secara
ketat.”

Hukum berfungsi membagi wewenang dan mengatur cara
memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”
Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan

dengan benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan

73 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 158,

74 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1983, hal.15.

75 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 95.
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hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh mereka
yang berhak dan berwenang bertindak sedemikian rupa sehingga
norma-norma tersebut mempunyai aspek hukum yang dapat
memberikan kepastian bahwa hukum itu bertindak sebagai suatu
norma yang harus dipatuhi.”®
Lon Fuller, dalam bukunya The Morality of Law, mengemukakan

8 (delapan) asas yang harus dipatuhi oleh hukum, yang jika tidak
dipenuhi maka hukum tidak lagi disebut hukum, yaitu harus ada
kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut dikenal sebagai “Delapan
Prinsip Legalitas” adalah:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak

berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal tertentu;

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melibihi apa yang

bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-

hari.””

76 Sudikno Mertokusumo, ibid, hal 160.
7 Esmi Warassih, KK Medan dan Mahmutarom, Pranata Hukum: Sebuah Telaah
Sosiologi, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 31.

69



Upava untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-
undangan yang diundangkan oleh pemerintah merupakan wujud dari
asas kepastian hukum yang harus dipatuhi. Hukum kehilangan
maknanya ketika tidak ada kepastian. Tentu saja, undang-undang yang
tidak dapat memberikan kepastian tidak dapat dijadikan sebagai
pedoman berperilaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa

hukum itu sendiri harus diterapkan dengan baik.

2. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang
disamakan dengan kata wewenang yang diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan,
memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
orang/wewenang lain.”®

Dalam kepustakaan ilmu politik, ilmu politik dan hukum, istilah
kekuasaan, wewenang, dan wewenang sering dijumpai. Kekuasaan
sering disamakan dengan otoritas, dan kekuasaan sering digunakan
secara bergantian dengan istilah otoritas dan sebaliknya. Wewenang
juga sering disamakandengan wewenang. Kekuasaan seringkali
mengambil bentuk hubungan dalam arti "satu pihak memerintah dan

pihak lain diperintah" (the rule and the rule).”™

78 M. Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah di indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal 35.
¢ Miriam Budiardjo, Op. Chit., hal. 35-36.
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Menurut Ateng Syafrudin® Perbedaan istilah kewenangan dan
wewenang adalah bahwa kewenangan (auforitygezag) adalah yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan
yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan
(competence bevoegheid) hanya mengacu pada satu (bagian) tertentu.
dari oforitas terkaitt Di dalam otoritas ada otoritas
(rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah wilayah hukum publik,
wilayah kekuasaan berdaulat tidak hanya meliputi kekuasaan untuk
membuat keputusan yang berdaulat (bestuur), tetapi juga meliputi
kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta pemberian
kekuasaan dan wewenang. pembagian kekuasaan yang terutama
dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan. dan peraturan.

Adapun menurut Prajudi Atmosudirdjic bahwa antara
kewenangan (autoritygezag) dan wewenang (competence bevoegheid)
perlu dibedakan, walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu
dirasakan perlu. ' Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan
formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legistaltif (diberi
oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/fadministratif.82

Wewenang, menurut H.D. Stout pemahaman yang bersumber

dari hukum organisasi negara, yang dapat dijelaskan sebagai segala

8 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih
dan Bertangqungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,
2000, hal. 22.

81 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 78.

8 Ibid, hal. 132.
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aturan tentang perolehan dan penggunaan kekuasaan negara oleh
badan hukum publik dalam transaksi hukum publik..82

Dalam hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan.
Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan karena
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan
formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu negara dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping unsur-unsur lain,
yaitu: 1) hukum; 2) kewenangan (otoritas); 3) keadilan; 4) kejujuran; 5)
kebijakan amal; dan 6) kebajikan.8

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang
dimiliki oleh pejabat umum atau suatu lembaga menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga wewenang juga berarti
kewenangan untuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut
aturan formal, demikian pula kewengan adalah wewenang resmi yang
dimiliki oleh pejabat atau lembaga. Kewenangan tersebut memegang
peranan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum
administrasi negara. Posisi kewenangan ini sangat penting sehingga
F.A.M.Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep

sentral hukum tata negara dan hukum administrasi negara.8?

83 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

2020, hal. 98.

8 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 1998, hal. 37-38.

85 Ridwan HR Op. Cit., hal. 99.
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Bagir Manan menyatakan, bahwa kekuasaan menggambarkan
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak
dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan
tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara
wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan
mandat.36

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-
undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau
Udang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.
Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan
atas prakarsa sendiri setiap diperiukan. Disini dilahirkan atau diciptakan
suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan
atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam
hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang
Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan

suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah,

8 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara. Prestasi Pustaka
Publisher, Jakarta, 2012, hal. 189.
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oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu
DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.8”

Pada delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah
ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan
tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh
atribusi wewenang.8®

Perintah didefinisikan dalam hukum tata negara sebagai perintah
untuk melaksanakan perintah atasan, Kewenangan dapat dilakukan
setiap saat oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi pengalihan tanggung
jawab. Berdasarkan uraian ini, jika wewenang yang diperoleh oleh
badan pengatur dengan atribusi adalah asli, itu berasal dari undang-
undang, yaitu oleh pembuat pasal-pasal undang-undang tertentu.
Penerima wewenang dapat membuat wewenang baru atau
memperluas wewenang yang ada, di mana tanggung jawab
pelaksanaan wewenang secara internal dan eksternal sepenuhnya
dapat diatribusikan kepada penerima wewenang (attributive).8®

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat
wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama
dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan

keputusan-keputusan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan,

% Ridwan HR Op. Cit, hal.104.
88 [bid., hal.104 — 105.
& Ibid., hal.109.
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sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.
Indroharto menyatakan bahwa; pertama, wewenang pemerintahan
yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya
menentukan kapan dan dalam kedaan yang bagaimana wewenang
tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak
menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata
lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari
keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang
pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat; kedua,
wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha
negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau
sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat
dilakukan dalam hal-hal atau keadaan terterntu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan dasamnya; ketiga, wewenang bebas, yakni
terjadi ketika peraturan dasamya memberi kebebasan kepada badan
atau pejabat usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari
keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya
memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha
negara yang bersangkutan.?®

Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten
Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu

kebebasan kebijaksanaan {(beleidsvrijheid) dan kebabasan penilaian

% fbid., hal. 107 — 108.
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(beoorddelingsvrijheid). Ada beberapa kebijaksanaan (wewenang
diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan
memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan,
sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya
meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak
sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ
pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan ekslkusif apakah
syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah
dipenuhi. Berdasarkan pengertian ini, Philipus M.Hadjon menyimpuikan
adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yaitu: perfama,
kewenangan untuk memutus secara mandiri; kedua, kewenangan

interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage norm).%!

F. Kerangka Pikir
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan dua
variabel yang akan ditelitt dan dianalisis, variabel pertama yaitu
implikasi hukum dalam mekanisme Penggatian Antarwaktu Ketua
DPRD Kabupaten Luwu Timur dan variabel kedua adalah dan faktor-
faktor yang menjadi penghambat dilakukannya Penggantian

Antarwaktu Ketua DPRD Luwu Timur.

91 [bid., hal. 108.
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Oleh karena itu Peneliti merasa perlu untuk membahas masalah

variabel pertama dengan indikator faktor substansi norma hukum, dan

variabel kedua dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak

disegerakannya penggantian antarwaktu ketua DPRD Luwu Timur.

Bagan Kerangka Pikir

Implikasi Hukum Terhadap Mekanisme Penggantian Antarwaktu
Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur

l

1

Dasar Hukum PAW Ketua DPRD:

UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3

— UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

— PP No. 12 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan
Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten,
dan Kota

— PKPU No. 6 tahun 2019 tentang
Perubahan PKPU No. 6 tahun 2017
tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kab/Kota.

— Peraturan DPRD Kab. Lutim No. 1
tahun 2019 tentang Tatib DPRD
Kab Lutim

— AD/ART Partai Golkar tahun 2019
No: VIINMUNAS-X/GOLKAR/2019

Faktor-Faktor Penghambat PAW
Ketua DPRD Luwu Timur

1. Mekanisme PAW Internal
Partai Politik;

2. Konflik Internal Partai Politik

l

Terwujudnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
melalui pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
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G. Definisi Operasional

1. Demokrasi adalah suatu negara yang sistem pemerintahannya
menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada pada keputusan kolektif rakyat, dan menjalankan kekuasaan
itu untuk kebaikan rakyat.

2. Partai politik adaiah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara, serfa memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (1) UU Rl
Nomor 2 tahun 2011).

3. Partai Golkar merupakan partai pemenang Pemilu 2019 pada Pemilu
pemilihan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme
pemilihnan Pimpinan DPRD berdasarkan sistem otomatis, sehingga
secara otomatis Pimpinan DPRD Luwu Timur berasal dari Partai
Golkar.

4. Representasi adalah konsep bahwa seseorang atau kelompok
memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak
atas nama kelompok yang lebih besar.

5. Kepemimpinan Organisasi Partai Golkar terdiri atas Dewan

Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi yang
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disebut sebagai DPD {, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
yang disebut sebagai DPD Il. Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan
Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing
berturut-turut dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) sebagai mandataris Musyawarah Nasional, Ketua Dewan
Pimpinan Daerah Provinsi (DPD 1), Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota (DPD II), Ketua Pimpinan Kecamatan dan Ketua
Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

. Penggantian Antarwaktu (PAW) atau biasa juga disebut recall dalam
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD dijabarkan sebagai pemberhentian/penggantian antarwaktu
(pemberhentian dalam masa jawabannya). PAW adalah proses
penggantian anggota dewan yang berhenti diganti dari waktu ke
waktu dengan calon pengganti antarwaktu yang menerima jumiah
suara tertinggi berikutnya di meja pemungutan suara dari partai
politikdan daerah pemilihan yang sama. PAW Ketua DPRD Luwu
Timur disebabkan Ketua terpilih dalam Pemilu berhalangan tetap
karena meninggal dunia.

. Implikasi berasal dari bahasa Latin implicationem yang berarti
keterlibatan. Dalam kaitan dengan penelitian ini makna implikasi
hukum yang dimaksudkan adalah konsekuensi dari keterlibatan
aspek-aspek hukum terhadap mekanisme penyelenggaraan PAW

Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
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8. Mekanisme Penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR Provinsi
Anggota DPR Provinsi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan dijabarkan pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2019 tentang Penggantian
Antarwakiu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

9. Diskresi adalah kewenangan untuk memutus secara mandiri dan
menginterpretasikan norma-norma yang tersamar. DPD Il Partai
Golkar Luwu Timur mengambil keputusan diskresi dalam pemilihan
dan penetapan Ketua DPD Il Partai Golkar Luwu Timur
menggantikan Ketua DPD Il sebelumnya yang berhenti menjabat

karena meninggal dunia.
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